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KATA PENGANTAR 

 
 

Perubahan sistem perizinan berusaha semakin cepat, 

mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan pengaturan. 

Terbitkan No.11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dan PP 

No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko, menunjukan ada perubahan 

paradigma dari perizinan berusaha sistem OSS, menjadi 

perizinan berusaha sistem OSS berbasis resiko.  

Perubahan paradigma sistem perizinan berusaha OSS 

yang berbasis resiko, secara tidak langsung merubah sistem 

pembelajaran terkait hukum perizinan. Hukum perizinan di 

Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman, dengan 

perubahan kurikulum tahun 2020, hukum perizinan masuk 

mata kuliah peminatan Hukum Adminsitrasi Negara 

(HAN). 

Izin, perizinan dan hukum perizinan, masuk kategori 

hukum publik (HAN), yang memberi kewenangan badan/ 

pejabat pemerintahan berda-sarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan AUPB. Kewenangan pemerintah 

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam 

rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerin-

tahan adalah pengaturan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan, dan perlindungan. 

Keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN 

dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, 
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izin, konsensi, dan dispensasi. Izin adalah keputusan 

pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Buku ajar perizinan berusaha berbasis resiko, dari 

perubahan dari buku ajar Hukum perizinan berusaha online 

single submissing (OSS). Buku ajar perizinan berusaha OSS 

berbasis resiko, mengikuti perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang terus berubah. Tujuan 

mahasiswa mengerti, dan paham perubahan peraturan 

perundangan di bidang perizinan, sistem perizinan 

berusaha, digitalisasi perizinan berusaha yang berbasis OSS.  

Mahasiswa sebagai generasi Z, generasi yang tidak 

bisa lepas dari gadget, yang selalu harus tahu informasi, 

update, terintegrasi dengan internet, tentu menjadi 

keharusan memahami sistem aplikasi yang berkembang 

dalam sistem perizinan berusaha OSS-RAB. Sistem OSS 

terus memperbarui sistem, dan terintegrasi dengas sistem 

yang lain, yang men-dukung proses perizinan berusaha 

secara cepat, efesiensi, efektif, dan transparan.  

Hukum perizinan berusaha OSS berbasis resiko, 

terdengar masih baru, membutuhan penyesuaian, sosialisasi 

atas perubahan sistem perizinan berusaha. Perizinan yang 

manual, lambat, lama, dan berbelit-belit, sudah 

ditinggalkan, dengan sistem birokrasi yang melayani dan 

tersistem dengan online, memudahkan masyarakat dalam 

mengakses dan mengimplementasikan.  
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Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis 

Resiko, tentu banyak hal baru yang sudah dipahami, dan 

banyak masih belum lengkap, untuk itu kritik dan saran 

untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini saya dedikasi untuk 

almarhuma Ibunda saya Yasitin Bin Kasmadi, yang 

memberi ilmu kehidupan begitu berharga bagi dinda. 

Terimakasih buat suami saya Evans Sofanus yang selalu 
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identitas diri saya sebagai dosen, untuk terus maju, 
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keilmuan kita, makin kita dalami makin terlihat kecil, dan 

belum ada apa-apanya. Pada hal ini, dapat dimaknai, 
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BAB I 
 

KONSEP DASAR HUKUM PERIZINAN  

DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 

 

 

Sub-CMPK 
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perizinan ber-usaha 
berbasis resiko, yang meliputi: konsep dasar izin, perizinan, dan 
hukum perizinan, tujuan izin, unsur-unsur izin, sifat izin, hak dan 
kewajiban masyarakat dalam perizinan, sistem perizinan, dan 
perkembangan perizinan pasca UU Cipta Kerja. 

 

A. Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum 

Perizinan 

ecara harfiah pengertian izin adalah perkenaan atau 

pernyataan mengkabulkan. Istilah mengizinkan mem-

punyai arti yaitu memperkenankan, memperbolehkan, tidak 

melarang. Izin dalam arti luas suatu peristiwa dari penguasa 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

untuk memperbolehkan melakukan perbuatan hukum 

tertentu yang secara umum di larang.   

Ada pemberi izin, yaitu penguasa (pemerintah pusat, 

pemerintah daerah baik kabupaten/kota/propinsi) mem-

perkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi 

S 
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memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan 

adanya pengawasan.  

Kamus hukum, istilah izin (vergunning) sebagai 

perkenaan izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk 

perbuatan yang pada umumnya memperlukan pengawasan 

khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap 

sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.1 Izin 

(vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain 

itu izin diartikan sebagai dispensasi atau pelepas/pembe-

basan dari suatu larangan. 

Kontek pengertian izin dalam arti sempit maupun 

luas sebagai berikut: 

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan 

akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk 

tertentu diberi perkenanan untuk melakukan sesuatu 

yang mesti dilarang. Padahal yang menyangkut 

kepentingan umum yaitu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan peraturan undang-undang atau peraturan 

pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan 

kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan; 

dan 

                                                           
1 H.R. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafinfo 

Persada: Jakarta, hlm 30. 
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b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, 

terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar, keten-

tuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan 

dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi 

tiap kasus. 
     

Izin, ada juga istilah perizinan adalah salah satu 

bentuk pelaksana fungsi peraturan dan bersifat pengendali 

yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat.  

Perizinan dalam ini berbentuk pendaftaran, rekomen-

dasi, sertifikasi penentuan kuota, dan izin untuk melakukan 

sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh 

suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang 

bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau 

tindakan.2  

Penetapan perizinan sebagai salah satu pengertian 

perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha. Izin dimaknai sebagai salah 

satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

                                                           
2 Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun 

ada proses yang didukung oleh kewenangan berupa wewenang yang 
dimiliki badan/pejabat pemerintah yang diberikan hak, kewajiban oleh 
peraturan perundang-undangan. Pemberian perizinan oleh badan/ 
pejabat kepada masyarakat dilaksanakan melalui surat keputusan atau 
ketetapan, yang masuk bagian dari hukum adminitrasi negara.  
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administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para 

warga.  

Fungsi perizinan mengatur dan menerbitkan. Fungsi 

mengatur, agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan, 

dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan 

satu sama lain, sehingga tercipta ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Selain sebagai fungsi mengatur, perizinan yang ada 

dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntuk-annya, sehingga 

dapat penyalagunaan izin yang telah diberikan, dengan kata 

lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi 

yang dimiliki oleh pemerintah.3  

Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret 

yang dihadapi. Secara umum tujuan perizinan adalah: 

a) Keinginan yang mengarahkan (mengendalikan) aktivitas 

tertentu; 

b) Mencegah bahaya bagi lingkunganya; 

c) Keinginan melindungi objek-obyek tertentu; 

d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan 

e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivi-

tas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu. 
 

Perizinan sebagai istrumen hukum dari pemerintah, 

untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, agar tidak 

                                                           
3  Y Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya 

Pembentukan Pembenahan, hlm 10. Diakses Http//books.google, oc.id.id 
diunduh pada tanggal 1 januari 2022. 
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menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta 

membatasi aktivitas masyarakat, untuk tidak merugikan 

orang lain. Hakekatnya perizinan merupakan instrumen 

pencegahan atau berkarekter sebagai preventif instru-

mental. 

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarah-

kan/mengendalikan (aturan) aktivitas tertentu, mencegah 

bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, 

melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda 

langka. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu. 

Berdasarkan dari tujuan setiap izin untuk membatasnya 

terkait kebebasan individu. Dengan demikian wewenang 

membatasnya hendaknya tidak melanggar prinsip dasar 

negara hukum, yaitu asas legalitas.4 Perizinan terbagi 3 (tiga) 

pengertian yaitu dispensasi, izin, dan konsesi.5  

                                                           
4 Philipus M. Hadjon et. al, 1998, Pengantar Hukum Administrasi 

Negara, Gajahmada Universitas Press; Yogjakarta, hlm 14. 
5 Dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu 

perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. 
Contoh Pasal 29 KUHPerdata/BW, menerangkan seorang laki yang 
umurnya 18 (delapanbelas) tahun dan seorang perempuan yang belum 
berumur 15 (limabelas) tahun tidak boleh menikah. Tetapi, karena 
alasan-alasan penting, Menteri kehakiman dapat memberi dispensasi 
terhadap larangan tersebut. Bilamana pembuat peraturan tidak 
umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankan 
asal saja, diadakan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 
maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 
tersebut bersuatu suatu izin. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang 
bersegi 1 (satu) yang dilakukan oleh pemerintah, sedang konsensi adalah 
suatu perbuatan hukum yang bersegi 2 (dua), yakni suatu perjanjian yang 
diadakan antara pemberi konsesi dan yang diberi konsesi.  




